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ABSTRAK 
Penelitian dengan judul Implementasi Kewenangan Diskersi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak 
Pidana Di Polres Demak. Tujuan penelitian dalam penelitian ini : 1) Untuk mengetahui dan 
menganalisa implementasi kewenangan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana di Polres 
Demak. 2) Untuk menganalisa kelemahan-kelemahan dan solusi implementasi kewenganan diskresi 
penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana di Polres Demak. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1) Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam 
Penanganan Tindak Pidana di Polres Demak adalah Kewenangan diskresi tersebut diatur dalam pasal 
18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2) Jadi 
Kelemahan Implementasi kewenangan diskresi kepolisian adalah : a) Tidak ada peraturan perundang-
undangan yang sedemikian lengkapnya. b) Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan 
perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat. c) Kurangnya biaya untuk menerapkan 
perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentukan undang-undang. 
Kata Kunci : Implementasi, Kewenangan Diskresi, Penanganan Tindak Pidana 
 
ABSTRACT 
Research ith title Implementation of Authority of Police Dissemination in Crime Handling at Polres 
Demak. The purpose of research in this research: 1) To know and analyze the implementation of police 
discretion authority in the handling of criminal acts in Polres Demak. 2) To analyze the weaknesses and 
implementation solutions of police investigators' discretion in handling criminal acts at the Demak 
Resort Police. 
The result of the research concludes that: 1) Implementation of Police Discretionary Authority in Crime 
Handling at Polres Demak is Discretionary Authority as regulated in Article 18 of Law Number 2 Year 
2002 About Police of the Republic of Indonesia. 2) So Weakness Implementation of police discretion 
authority is: a) There is no such legislation as complete. b) There are delays to adjust legislation to the 
development of society. c) Lack of fees for implementing legislation as required by the establishment 
of law. 
Keywords: Implementation, Discretionary Authority, Crime Handling 
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PENDAHULUAN 
Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya 
dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan 
keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 
kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi 
terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggranya 
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman 
masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia. 
Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan 
dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan 
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya 
keamanan dalam negeri. Di tengah situasi yang semakin sulit seperti ini, Polri dihadapkan banyak 
tantangan, selain harus mampu menjadi aparat penegak hukum yang baik, Polri juga harus pandai 
menjadi mitra masyarakat dalam hal pelayanan, khususnya adalah masyarakat yang sedang mencari 
keadilan, hal ini telah sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Agar dalam 
melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah negera Republik Indonesia atau yang dianggap 
sebagai wilayah negara republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan effisien, maka 
wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan 
tugas Kepolisian Negra Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan 
Pemerintah wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa disebut dengan 
Markas Besar Polri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang 
dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden, kemudian wilayah di tingkat 
Provinsi disebut dengan Kepolisian Daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin oleh 
seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri, di tingkat Kabupaten disebut dengan 
Kepolisian Resot atau disebut juga Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang 
bertanggungjawab kepada Kapolda, dan di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor yang biasa disebut 
dengan Polsek dengan pimpinan seorang Kapolsek yang bertanggungjawab kepada Kapolres, dan di 
tingkat Desa atau Kelurahan ada Pos Polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai 
kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.1 
Diskresi dimaknakan sebagai “kemerdekaan dan/atau kewenagan dalam membuat keputusan 
untuk mengambil tindakan yang dianggap tepat atau sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi 
secara bijaksana dan dengan memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang 
memungkinkan. Diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang 
dihadapi menurut pendapatnya sendiri. Diskresi sebagai kebijakan dari pejabat negara dari pusat 
sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang 
melanggar dengan undang-undang, dengan tiga syarat. Kebijakan atau upaya penanggulangan 
kejahatan yakni diskresi tersebut pada hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan social 
                                                 
1
 https://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/, Diakses 15 Agustus 2017 Jam 20.00 
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yang menuju pada perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial.2 
Dalam Undang Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 18 telah disebutkan dalam satu 
pasalnya tentang salah satu bentuk kewenangan yang legal berupa diskresi kepolisian, dimana 
kepolisian berwenang melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab. Pores Demak sebagai 
institusi telah melakukan diskresi, hal ini dimaksudkan lembaga kepolisianpun dapat bekerja secara 
profesionel sebagai pengayom masyarakat. 
Uraian latar belakang diatas menarik bagi peneliti untuk mengambil judul penelitian : 
“Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Polres Demak 
Jawa Tengah”. Dari uraian tersebut diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut: 1) 
Bagaimanakah Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana di 
Polres Demak Jawa Tengah ? 2) Bagaimanakah kelemahan-kelemahan dan solusinya Implementasi 
Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Polres Demak Jawa Tengah? 
Metode Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis 
atau biasa disebut penelitian yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepkan sebagai suatu 
gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. 
Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah metode 
penelitian yuridis deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 
pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan3, lalu dideskripsikan dalam analisa dan 
pembahasannya. 
Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer 
peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui 
penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek 
penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data 
sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori 
untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data 
sekunder dalam penelitian ini meliputi : 1) Bahan hukum primer, yang terdiri dari : Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 
tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian; 2) Bahan hukum sekunder: Buku-buku, 
jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah implementasi kewenangan 
diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana; 3) Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari : Kamus 
Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (hand out) 
tentang tata cara penulisan karya ilmiah. 
Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang 
dan kabur dalam pembahasannya. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data primer yang berupa 
                                                 
2
 Prajidi Admosudirjo, 1995, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 82 
3
 Ediwarman, Monograf, Metodologi Penelitian Hukum, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera 
Utara, Medan, 2010, hal. 24 
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observasi dan wawancara, sedangkan penumpulan data sekundernya dengan menggunakan Library 
Research (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, 
karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan 
dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut 
data sekunder.  
Metode analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu suatu analisa yang 
memaparkan tentang fenomena-fenomena dan gejala-gejala yang digambarkan dalam kalimat. Dari 
analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif kewenangan diskresi 
dan pertanggungjawaban hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian. Sebagai cara untuk 
menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan 
adalah Analisis Kualitatif, karena memaparkan pembahasan, sedangkan kualitatif maksudnya analisa 
data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai 
kejelasan masalah yang akan dibahas. 
PEMBAHASAN 
Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana di Polres Demak 
Jawa Tengah 
Landasan hukum diskersi polisi adalah legitimasi atas dipergunakan wewenang diskersi oleh 
kepolisian negara Republik Indonesia. Sehingga dengan demikian semua pihak terlindung baik tugas 
polisi itu sendiri maupun masyarakat. Dasar hukum peleksanaan kewenangan diskersi itu antara lain: 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “Membentuk suatu 
pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abaadi dan 
keadilan sosial.” 
Berdasarkan pokok pikiran melindungi segenap bangsa Indonesia itu Pasal 27 Undang-Undang 
Dasar 1945 memberikan kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintah pada setiap warga 
negaranya. Dan kedudukan polisi selaku penegak hukum wajib melindungi warga negara atau 
masyarakat dan menciptakan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Sedangkan pokok pikiran 
ikut melaksanakan ketertiban bagi masyarakat. 
Menurut Barda Nawawi Arief: “Tujuan-tujuan yang ingin dicapai hukum pidana atau sistem 
peradilan pidana itu pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial tersebut 
adalah: 1) Pemeliharaan tertib masyarakat; 2) Perlindungan warga masyarakat ari kejahatan; 3) 
kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh orang lain; 4) 
Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum; 5) Memlihara atau 
mempertahankan integritas pandangan – pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, 
martabat manusia dan keadilan individu”4 
                                                 
4
 Barda Nawawi Arif, 2006. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 6. 
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Lebih lanjut Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa apabila ada perkara-perkara yang tidak 
diproses adalah dalam rangka melindungi warga negara dai ancaman yang tidak menguntungkan 
bagi kehidupannya pada mas depan. 
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Dalam hubungannya dengan wewenang diskersi kepolisian ini tidak dapat dilepaskan dari 
tugas pokok kepolisian. Karena dengan tugas pokok kepolisian yang bila dijabarkan mengandung 
makna yang sangat luas itu memerlukan kewenangan-kewenangan. Luasnya pemahaman fungsi 
dan tugas kepolisian itu bisa di tengarai dari dasar pertimbangan munculnya. Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui 
upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban 
masyrakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat 
dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh 
masyarakat dengan menjujung tinggi hak asasi manusia. 
3. Ketetapan majelis Pemusyarakatan Rakyat Tahun 2000 
Dalam hubungannya polisi atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang 
sebelumnya merupakan salah satu komponen dari Angkatan bersenjata Republik Indonesia (ABRI) 
yang bertugas menciptakan pertahanan, kemanan dan ketertiban masyarakat bangsa dan negara, 
kini sebagai salah satu tuntutan reformasi (dulu ABRI). Di samping itu pula sebagai akibat 
penggabungan polisi dan komponen TNI lainnya (Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan 
Udara) dirasakan terjadi kerancuan dan tumpang tindih antara peran dan fungsi antara keduanya 
yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Tentara Nasional Indonesia dimana TNI sebagai 
kekuatan pertahanan negara dan polisi sebagai keekuatan keamanan dan ketertiban. Oleh karena 
itu berdasarkan pertimbangan Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 yang antara lain 
menyebutkan bahwa: “Peran sosial politik dalam dwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik 
Indonesia menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara nasional Indonesia dan 
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi 
dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat” 
4. Hukum tidak tertulis  
Menurut Satjipto Rahardjo, “Pekerjaan polisi sesungguhnya juga tidak jauh dari pekerjaan 
mengadili. Sebab memberikan penafsiran terhadap hukum pidana pada saat berhadapan dengan 
orang-orang tertentu yang melakukan perlawanan terhadap hukum bukankah pekerjaan mengadili 
juga.”5 Oleh karena itu sesungguhnya diskersi merupakam kelengkapan dari sistem pengaturan 
hukum itu sendiri.6 
Kelemahan Dan Solusi Implementasi Kewenangan Diskresi Penyidik Kepolisian Dalam Penanganan 
Tindak Pidana Di Polres Demak 
Adapun penerapan Diskresi Kepolisian yang tidak dapat dituntut didepan hukum tentunya 
adalah diskresi kepolisian yang memiliki dasar hukum untuk melakukan diskresi seperti yang diatur 
                                                 
5
 Satjipto Rahardjo, Op cit., hal. 111. 
6
 Satjipto Rahardjo, 2003. Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar Baru, hlm. 11. 
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dalam Pasal 18 Undang- undang No. 2 Tahun 2002 dan Pasal 7 KUHAP, namun tentunya kewenangan 
ini dapat dilakukan dengan pertimbangan tertentu sebgai batasan- batasan. Jadi, kewenangan diskresi 
kini tidak unlimited. Tindakan diskresi oleh polisi dibatasi oleh: 
1. Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan. 
2. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian. Asas tujuan, bahwa 
tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu 
kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar . 
3. Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara 
sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya 
suatu obyek yang harus ditindak7 
Langkah kebijaksanaan yang diambil polisi itu biasanya sudah banyak dimengerti oleh 
komponen-komponen fungsi didalam sistem peradilan pidana. terutama oleh jaksa. Langkah 
kebijaksanaan yang diambil oleh polisi itu menurut M. Faal biasanya dengan pertimbangan-
pertimbangan sebagai berikut: 
1. Penggunaan hukum adat setempat dirasa lebih efektif dibanding dengan hukum positif yang 
berlaku. 
2. Hukum setempat lebih dapat dirasakan oleh para pihak antara pelaku, korban dan masyarakat. 
3. Kebijaksanaan yang ditempuh lebih banyak manfaat dari pada semata-mata menggunakan hukum 
positif yang ada. 
4. Atas kehendak mereka sendiri. 
5. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum8  
Sebab Diskresi Kepolisian harus diterapkan dalam pelaksanaantugas Kepolisian Sebagimana 
diamanatkan dalam pasal 13 UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas 
Polri adalahmemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkanhukum dan memberi 
perlindungan, pengayoman dan pelayanankepada masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan 
bahwa segalatugas kepolisian selalu bersinggungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan 
orang-orang yang salingberinteraksi. Pada umumnya interaksi tersbut bersifat dinamis danbukan 
bersifat statis. Masyarakat senantiasa berubah dan akan terus menerus berubah.Sesuai dengan 
kewenangannya Polri dapat melakukan upaya Kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
yaitu penyeldikan dan penyidikan yang meliputi pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, 
penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Namun sebagaimana sifat masyarakat yang selalu berubah 
dan mengalami perubahan sebagaimana disebutkan diatas terkadang petugas Kepolisian harus 
mengambil tindakan baik dalam rangka penyelidikan maupun penyidikan tetapi hal tersebut belum 
diatur dalam Undang-Undang. Oleh karenanya untuk memelihara ketertiban umum, dalam keadaan 
tertentu anggota Polri perlu melakukan tindakan sesuai dengan penilaiannya sendiri. 
Diskresi kepolisian belum dirumuskan dan dijabarkan secara rinci tentang bentuk dan jenis-
jenis tindakan apa saja yang termasuk dalam diskresi, yang ada hanya berupa batasan atau ukuran 
                                                 
7
 Teguh Prasetyo, 2011. Hukum Pidana Cetakan Kedua, Jakarta, P.T Raja Grafindo, hlm.71. 
8
 Faal., Op. Cit. Hlm. 74 
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yang dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan menerapkan diskresi kepolisian, batasan dalam 
menerapkan diskresi dijelaskan dalam Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 
disebutkan bahwa tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan 5 (lima) 
persyaratan sebagai berikut : 
1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum ; 
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan ; 
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya ; 
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa ; 
5. Menghormati hak asasi manusia. 
Konsep mengenai diskresi Kepolisian terdapat dalam pasal 18 Undang-undang Kepolisian Nomor 
2 tahun 2002, yang berbunyi: 
1. Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan 
tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. 
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam 
keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode 
Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Kewenangan dalam penerapan Diskresi ini didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk 
tugas kewajiban (Flichtmassiges Ermessen). Substansi Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Kepolisian 
Nomor 2 Tahun 2002 merupakan konsep kewenangan kepolisian yang baru diperkenalkan walaupun 
dalam kenyataan sehari-hari selalu digunakan. Oleh karena itu, pemahaman tentang “diskresi 
kepolisian” dalam pasal 18 ayat (1) harus dikaitkan juga dengan konsekuensi pembinaan profesi yang 
diatur dalam pasal 31, 32, dan 33 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 sehingga terlihat adanya 
jaminan bahwa petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia akan mampu mengambil tindakan 
secara tepat dan professional berdasarkan penilaiannya sendiri dalam rangka pelaksanaan tugasnya. 
Rumusan dalam pasal 18 ayat (2) merupakan rambu-rambu bagi pelaksanaan “diskresi” 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu selain asas keperluan, tindakan diskresi tetap harus sesuai 
dan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. 
Yang menjadi landasan kenapa Diskresi ini diperlukan dalam pelaksanaan tugas Polri hal ini 
menurut Soerjono Soekanto dimungkinkan karena: 
1. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur 
semua perilaku manusia. 
2. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan 
perkembangan didalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidak pastian. 
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh 
pembentukan Undang-Undang. 
Tugas polisi dalam sistem peradilan pidana menempatkannya dalam jajaran paling depan, 
sehingga polisi dituntut untuk bisa menyeleksi atau memilah-milah perkara mana yang pantas untuk 
diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan, tanpa adanya 
penyeleksian oleh polisi pada saat penyidikan maka akan terjadi penumpukan perkara yang nantinya 
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tidak efisien bagi semua pihak. Dalam hal ini pengambilan keputusan oleh polisi menjadi hal yang 
penting adanya. 
Menurut Warsito Hadi Utomo sistem pertanggungjawaban atas kesalahan ataupun kelalaian 
yang telah dilakukan oleh anggota Polri adalah sebagai berikut : 
1. Pelanggaran dari norma hukum pidana harus dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana; 
2. Apabila ia merugikan orang lain dalam melaksanakan tugas atau perintah jabatan yang sah, maka 
negaralah yang bertanggung jawab, sehingga setiap orang yang dirugikan dapat menuntut ganti 
rugi dari negara berdasarkan suatu “inrechtmatige overheidsdaad” melalui Peradilan Tata Usaha 
Negara.9 
Tindakan seorang Polisi dikatakan tidak sah : Menurut perpustakaan Jerman, seorang petugas 
bertindak tidak sah, apabila ia melanggar suatu kewajiban jabatan yang dibebankan kepadanya. 
Pelanggaran ini mengklasifikasikan tindakan itu sebagai rechtswidrig, melawan hukum ialah apabila 
tindakan itu didorong oleh motif yang dihayati pertimbangan-pertimbangan diluar persoalan, atau 
motif ingin mencapai tujuan, atau apabila tindakan itu sewenang-wenang. 
Hoge Raad (Belanda) dalam keputusannya tanggal 31 Desember 1919 menyatakan bahwa suatu 
perbuatan onrechmatig adalah setiap perbuatan hukum, atau bertentangan dengan kewajiban 
menurut hukum, melanggar kesusilaan, atau bertentangan dengan sikap hati-hati zorgvuldigheid yang 
diharapkan dalam hubungan kemasyarakatan terhadap pribadi atau benda orang lain. 
Dalam pelaksanaan tugas khusus terhadap perlindungan hukum terhadap penerapan Diskresi 
yang dilaksanakan oleh anggota Polri tidak boleh dihukum bila ia melakukan perbuatan tersebut 
karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan atau terpaksa untuk 
mempertahankan diri atau karena menjalankan peraturan perundang-undangan, atau untuk 
menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu. Dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) lengkap dengan penjelasannya, antara lain disebutkan : 
Terpaksa harus diartikan, baik paksaan bathin, maupun lahir, rohani maupun jasmani. 
Kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan ialah suatu kekuasaan yang berlebih, kekuasaan yang pada 
umumnya dianggap tidak dapat dilawan, suatu Overmacht, yang dibedakan dalam 3 (tiga) macam : 
1. Yang bersifat absolut. Dalam hal orang itu tidak dapat berbuat lain. Ia mengalami sesuatu yang 
sama sekali tidak dapat menghindarinya. Ia tidak mungkin memilih jalan lain, misalnya orang 
dipegang oleh orang lain yang lebih kuat, dilemparkan ke jendela, sehingga kacanya pecah dan 
mengakibatkan kejahatan barang orang lain. 
2. Yang bersifat relatif. Disini kekuasaan atau kekuatan yang memaksa orang itu mutlak, tidak penuh. 
Orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan untuk memilih akan berbuat yang mana. Misalnya A 
di todong oleh B dengan pistol disuruh membakar rumah. Jika A tidak lekas membakar rumah itu, 
pistol yang ditodongkan kepadanya akan ditembakkan. 
Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan 
yang disebutkan dalam pasal itu adalah badan, kehormatan, barang dan diri sendiri atau orang lain. 
Badan adalah tubuh. Kehormatan berarti kehormatan dibidang seksual yang diserang dengan 
                                                 
9
 Ibid, Hlm 104. 
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perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh atau cabul, memegang bagian-bagian tubuh yang menurut 
kesusilaan tidak boleh dilakukan, misalnya, kemaluan, buah dada, dan lain-lain, kehormatan dalam arti 
nama baik tidak termasuk. 
Pembelaan darurat yang melampaui batas, dalam bahasa Belanda disebut Noodweer exces. 
Yaitu harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada ketika itu juga. 
Disini batas-batas keperluan itu dilampaui. Misalnya orang membela dengan menembakkan pistol, 
sedangkan sebenarnya pembelaan dengan pemukul kayu sudah cukup. Pelampauan batas-batas ini 
oleh Undang-Undang diperkenankan, asal saja disebabkan karena perasaan tergoncang hebat yang 
timbul akibat serangan itu. Perasaan tergocang hebat, misalnya jengkel atau marah sekali yang biasa 
dikatakan gelap mata, misalnya seorang petugas polisi melihat istrinya diperkosa oleh orang lain 
mencabut pistolnya yang dibawa dan ditembakkan beberapa kali pada orang itu, boleh dikatakan ia 
melampaui batas-batas pembelaan darurat, karena biasanya tidak perlu dengan menembakkan 
beberapa kali. Bila hakim menyatakan bahwa bolehnya melampaui batas-batas itu disebabkan karena 
marah yang amat sangat, maka petugas polisi itu tidak dapat dihukum atas perbuatannya tersebut. 
Tindakan tersebut adalah tindakan melanggar pasal 49 ayat 2 KUHP, tidak dapat dihukum. 
Jadi Kelemahan Implementasi kewenangan diskresi kepolisian adalah : 
1. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya . 
2. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan 
perkembangan masyarakat. 
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh 
pembentukan undang-undang 
Solusi dalam mengatasi kelemahan implementasi kewenangan diskresi kepolisian adalah :  
1. Mempergunakan asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan. 
2. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian. Asas tujuan, bahwa 
tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu 
kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar . 
3. Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan 
antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat 
ringannya suatu obyek yang harus ditindak. 
SIMPULAN 
1. Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana di Polres Demak 
adalah Kewenangan diskresi tersebut diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 
Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:  
a. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan 
tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.  
b. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam 
keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundangundangan, serta 
Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
2. Jadi Kelemahan Implementasi kewenangan diskresi kepolisian adalah : 
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a. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya . 
b. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan 
perkembangan masyarakat. 
c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki 
oleh pembentukan undang-undang. 
Sedangkan solusi dalam mengatasi kelemahan implementasi kewenangan diskresi kepolisian 
adalah :  
a. Mempergunakan asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan. 
b. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian. Asas tujuan, bahwa 
tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu 
kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar . 
c. Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara 
sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya 
suatu obyek yang harus ditindak. 
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